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ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF CULTURAL WEALTH MANAGEMENT

PROGRAM AT THE CULTURE AND TOURISM AGENCY
IN BERAU REGENCY

Cipto Hanjono
ciptoberau@gmail com

Graduate Studies Program
Indinesia Open University

This study aims to analyze the implementation process and the factors that
influence the implementation of Cultural Wealth Management Program at the
Culture and Tourism Agency in Berau Regency on four components of Edward 111
Theory: (I) Communication (2) Resources, (3) Disposition of Apparatus Attitude,
and (4) Bureaucratic Structure. This research uses qualitative method with
purposive sampling through interview, documentation and field observation. Data
were analyzed by using data reduction, data presentation and conclusion, and
verification. The result of this study indicates that the implementation process of
Cultural Wealth Management Program is influenced by four components of
Edward III theory as follows: the communication runs effectively, the placement
of human resources have in accordance with technical provisions and their
expertises, the implementation of the programs or activities have executed
properly although with less or inadequate budget; the equipment resources are
sufficient but need to add; authority resources have in line with their
responsibilities as apparatus; disposition or apparatus attitude and bureaucratic
structure is quite supportive because of their duties and responsibilities
correlation. In conclusion, the implementation of the Cultural Wealth
Management has been conducted properly with high budget absorptions as it is
supported by factors described above. The relatively small budget availability
becomes an obstacle factor to implement the program causing some activities
could not be carried out and affects the target and performance achievement. It 1s
therefore recommended to improve evaluation and revision of program objectives
and targets and adjust it to the budget conditions, to maintain ongoing support
factors and evaluate budgeting mechanisms in the priority and proportional scales
in allocating budget to optimize program implementation.

Keywords: Policy, Program Implementation, Cultural Wealth, Tourism.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU

Cipto Hanjono
ciptoberau@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses implementasi dan
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau terhadap empat
komponen Teori Edward III yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3)
Disposisi Sikap Aparatur, dan (4) Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan purposive sampling melalui wawancara, dokumentasi
dan observasi lapangan. Data dianalisa dengan menggunakan reduksi data
penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian int
menunjukkan bahwa proses implementasi Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dipengaruhi
oleh empat komponen berdasarkan teori Edward III yaitu: komunikasi yang
berjalan dengan baik, sumberdaya manusia yang sesuai dengan ketentuan teknis
dan bidang kerjanya, pelaksanaan kegiatan yang tetap berjalan dengan baik
meskipun dengan sumber daya anggaran yang sedikit, sumberdaya peralatan yang
sudah memadai walaupun masih perlu ditingkatkan, sumberdaya kewenangan
yang sejalan dengan tanggungjawab sebagai aparatur, disposisi atau sikap aparatur
dan struktur birokrasi yang ada cukup mendukung karena terdapat korelasi dengan
tugas dan tanggungjawab pelaksana implementasi program. Sebagai kesimpulan,
implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Berau telah berialan cukup baik dengan serapan anggaran
yang tinggi karena didukung faktor-faktor yang mendukung sebagaimana
penjelasan di atas. Ketersediaan anggaran yang ielatif kecil menjadi faktor
penghambat dalam proses implementasi program yang menyebabkan beberapa
kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehingga mempengaruhi sasaran dan capaian
kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Oleh karena itu
disarankan agar lebih banyak melakukan evaluasi dan revisi terhadap sasaran dan
target program disesuaikan dengan kondisi anggaran, mempertahankan faktor-
faktor pendukung yang telah berjalan dan mengevaluasi mekanisme
pengganggaran yang lebih mengedepankan skala prioritas dan proporsional dalam
mengalokasikan anggaran belanja untuk mengoptimalkan implementasi program.

Kata kunci: Kebijakan, Implementasi Program, Kekayaan Budaya, Pariwisata.
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3AB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Keadaan Geografi

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur,
Indonesia. Ibukota Kabupaten ini terletak di Tanjung Redeb. Kabupaten Berau
memiliki luas sekitar 34.127,47 km2, yang terdin dari daratan seluas 22.030,81 km2
dan luas perairan seluas 12.299,88 km2, serta terdiri dari 52 pulau besar dan kecil
dengan 13 kecamatan, 10 kelurahan, dan 96 kampung. ILuas wilayah Kabupaten
Berau mencakup 13,92% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara
keseluruhan dengan prosentase luas perairan mencapai 28,74%.

Kabupaten Berau berada di daerah tropis dengan posisi geografis 10 LU —
2033 LS dan 1160 BT — 1190 BT dengan ketinggian di atas permukaan laut 5 — 55 m.
Batangan daratan Kabupaten Berau didominasi topografi dengan selang ketinggian
101 — 500 m (37,1%), kemudian 23,2% merupakan bentang daratan dengan selang
ketinggian 26 — 100 m, sisanya terbagi sebagai daerah denganselang ketinggian 8 —
25m (7,3%) dan 0 — 7m (12,2%).

Dalam pembagian wilayah pembagunan Kabupaten Berau memiliki 3 (tiga)
wialayah dan 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu :
1. Wilayah Pesisir yang meliputi; Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Talisayan,

Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Maratua.

46
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2. Wilayah Pedalaman yang meliputi; Kecamatan Segah, Kecamatan Kelay,
Kecamatan Tubaan, Kecamatan Biatan dan Kecamatan Batu Putih.

3. Wilayah Kota yang meliputi; Kecamatan Tanjung Redeb sebagai ibukota
Kabupaten Berau, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung, dan
Kecamatan Teluk Bayur.

2. Keadaan Demografi

Perkembangan penduduk merupakan salah satu dar karakteristik demografi
yaitu dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi) penduduk. Pada tahun
2015, jumlah penduduk Kabupaten Berau mencapai 218.124 jiwa yang mengalami
pertumbuhan sebesar 3,80% jika dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya yang
sebesar 210.135 jiwa. Kecamatan Tanjung Redeb merupakan kecamatan dengan
jumlah penduduk tertinggi, dimana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan
Tanjung Redeb merupakan ibukota dari Kabupaten Berau dengan pusat-pusat
pemerintahan dan perekonomian tentunya berada di kecamatan ini.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Berau tergolong cukup fluktuatif naik
turun selama 13 tahun terakhir. Pertumbuhan penduduk terkecil berada pada kisaran
1,06 persen yang terjadi pada tahun 2012 dan paling tinggi sebesar 7,51 persen yang
terjadi pada tahun 2005. Selama periode 2006 sampai dengan 2015, pertumbuhan
penduduk Kabupaten Berau berkisar di bawah angka 5 persen, terkecuali pada tahun
2011 yang mencapai 7,11 persen. Pada tahun 2015 sendiri, pertumbuhan penduduk
menurun dari tahun sebelumnya yakni sebesar 3,80 persen dimana tahun sebelumnya

mencapai 4,25 persen.
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Karakteristik jenis kelamin penduduk Kabupaten Berau dapat dilihat dari
angka rasio jenis kelamin (sex ratio) yang merupakan perbandingan antara jumlah
penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin menunjukkan
banyaknya penduduk laki-laki diantara seratus penduduk perempuan. Jika dilihat
perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, Kabupaten Berau
memiliki penduduk laki-laki yang lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Hal
tersebut juga terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Berau dimana angka rasio jenis
kelamin mencapai lebih dari 100.

Rasio jenis kelamin Kabupaten Berau pada tahun 2015 adalah sebesar
113,48 yang berarti terdapat 113-114 orang laki-laki diantara 100 orang
perempuan. Kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terbesar adalah kecamatan
Segah yang mencapai 127,32, sedangkan Kecamaian Biduk- Biduk memiliki jumlah
rasio jenis kelamin yang relatif paling kecil jika dibandingkan dengan

kecamatan lainnya yaitu sebesar 105,20.

B. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

Definisi dari kamus besar bahasa Indonesia, dinas adalah bagian kantor
pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu. Sebagaimana yang dimaksud dalam
hirarki peraturan perundang-undangan dan sebagai implementasi Peraturan
Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007,
bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat di  daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna maka dengan



43116.pdf

49
Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan
Badan di Kabupaten Berau terbentuklah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Berau.
1. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau
a. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 tahun 2008 Tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau yang kemudian diatur dalam Peraturan
Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan
Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Berau, maka
disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Berau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
Sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut,
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang
kebudayaan dan pariwisata;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

e. Pelaksanaan UPTD;



f
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Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

a.

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

Masih Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2009

tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata Kabupaten Berau maka Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Berau adalah, terdiri dari :

a.

b.

C.

Kepala Dinas

Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Penyusunan Program;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;

3) Sub Bagian Keuangan;

Bidang Kebuday»an, membawahi:

1) Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Tradisional;
2) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;

3) Seksi Permuseuman dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya;
Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi:

1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;

2) Seksi Usaha Jasa dan Sarana Wisata;

3) Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kepariwisataan;
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e. Bidang Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata, membawahi:
1) Seksi Informasi dan Analisa Pasar;
2) Seksi Pemasaran Pariwisata ;
3) Seksi Promosi dan Penyuluhan Pariwisata;
f. UPTD
3. Tugas Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Berau
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2009 dan
memperhatikan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Berau, maka tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan
secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan. Seacar umun Bidang
Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi
Dinas di bidang kebudayaan yang meliputi pengembangan seni dan nilai tradisional,
sejarah dan kepurbakalaan serta permuseuman dan pengengelolaan benda cagar
budaya yang salah satu programnya adalah program pengelolaan kekayaan budaya.
Berikut ini akan dijelaskan secara singkat tugas-tugas pada Jabatan Struktural pada
Bidang Kebudayaan, antara lain :
a. Kepala Bidang Kebudayaan mengepalai Bidang Kebudayaan yang mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam urusan pemerintahan bidang

kebudayaan.
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b. Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Tradisional mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Kebudayaan di bidang
pengembangan seni dan nilai tradisional.

c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Kebudayaan di bidang sejarah dan
kepurbakalaan.

d. Seksi Permuseuman dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Kebudayaan di
bidang permuseuman dan pengelolaan benda cagar budaya.

4. Kekayaan Budaya di Kabupaten Berau

Ruang lingkup kekayaan budaya di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan

Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor 40, dimana telah ditetapkan ruang lingkup dalam pelestarian

kebudayaan yang diatur dalam Pasal 7 yang meliputi aspek kesenian, kepurbakalaan,

kesejarahan, permuseuman, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, kepustakaan, kenaskahan dan perfilman. Dengan

diperjelasanya ruang lingkup tersebut semakin memperkuat dan lebih memberikan

kejelasan bagi Pemerintah untuk mampu memelihara aspek-aspek tersebut dan
kemudian dikelola dengan baik untuk kemudian dikembangkan.

Pelestarian cagar budaya, nilai budaya serta adat dan tradisi di Indonesia tidak
hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat akan tetapi menjadi tanggung jawab

bersama baik Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/ Kota. Hal tersebut
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ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 yang menjelaskan
bahwa Kebudayaan termasuk dalam Urusan Wajib Kabupaten/ Kota. Urusan yang
diemban oleh Kabupaten/ Kota khususnya Kabupaten Berau dilatarbelakangi oleh
instrumen nasional Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bersama
Menteri Dalain Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor 40 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan pada Pasal 2 ayat (1)
menyebutkan bahwa Pemerintah daerah diberikan kewajiban untuk melaksanakan
pelestarian kebudayan di daerah. Pada Pasal 6 ayat (1) lebih spesifik lagi
menyebutkan bahwa pelestarian kebudayaan di kabupaten/ kota dilaksanakan oleh
SKPD yang membidangi kebudayaan, dan dalam hal ini tentunya Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Berau merupakan SKPD yang diberikan tanggung jawab
untuk mengemban tugas tersebut.

Beberapa regulasi dan aturan tersebut di atas menjadi acuan Pemerintah
Kabupaten Berau melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Berau dalam melaksanakan program yang salah satu
tujuannya adalah melestarikan kekayaan budaya di Kabupaten Berau. Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya adalah merupakan bagian dari Urusan Wajib
Pemerintah Daerah di Indonesia, dan termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
sebagaimana dijelaskan di atas. Pengelolaan Kekayaan Budaya merupakan hal harus
diperhatikan mengingat kekayaan budaya juga merupakan asset kekayaan daerah

yang dapat berupa cagar budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya adalah sesuatu
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yang harus dikelola dengan baik agar dapat dipertahankan dan dijadikan sebuah daya
tarik wisata.

Kekayaan budaya di Kabupaten Berau sangat beragam berdasarkan jumlah
pada jenis dan karakteristiknya baik yang bersifat kebendaan maupun nilai-nilai
tradisi yang harus dikelola dengan baik serta dilestarikan dan tentunya agar dapat
dijadikan penunjang pariwisata di Kabupaten Berau. Kekayaan budaya di Kabupaten
Berau merupakan warisan masyarakat Kabupaten Berau pada masa terdahulu
ditetapkan dan dikemas sebagai benda cagar budaya, kampung cagar budéya, maupun
kawasan cagar budaya dan atraksi-atraksi budaya seperti atraksi adat dan tradisi, seni
tradisi, pakaian tradisi dan lain sebagainya yang kesemuanya mengandung unsur
nilai, norma budaya dan kearifan lokal masyarakat daerah Kabupaten Berau.

Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas pengelolaan kekayaan budaya
dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, yang menegaskan
bahwa urusan kebudayaan dan pariwisata melahirkan sebuah kewenangan
pemerintahan daerah yang diuraikan dalam tugas pokok dan fungsi yang akan
dilaksanakan sehingga mendasari berdirinya instansi teknis yaitu Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Secara teknis untuk pelaksanaan urusan kebudayaan dan pariwisata yang

menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau diatur
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dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah yang berisi ketentuan uraian program dan kegiatan yang dijadikan pedoman
dalam menyusun program dan kegiatan pada instansi teknis termasuk Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Salah satu program yang secara teknis
adalah bentuk pelaksanaan urusan kebudayan tersebut adalah Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya merupakan salah satu program dalam
Urusan Kebudayaan yang telah ditetapkan berdasarkan Dokumen Rencana Strategis
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2010-2015. Adapun
pelaksanaan anggaran program tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang
anggaran pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Berau
sehingga anggaran masuk dalam batang tubuh APBD Kabupaten Berau.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui pelaksanaan kegiatan-
kegiatannya akan menghasilkan keluaran (output) dan dampak (outcome) yang telah
ditetapkan dalam DPA SKPD yang dijadikan target capaian kinerja dalam

pengelolaan kekayaan budaya di Kabupaten Berau.

C. Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayan
dan Pariwisata Kabupaten Berau.
Untuk mewujudkan kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan

budaya di Kabupaten Berau maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
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Berau selaku lembaga teknis daerah yang salah satu tugas pokoknya adalah untuk
melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerak dalam bidang kebudayaan
menyusun sebuah program yang dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2010-2015. Sedangkan
pelaksanaan anggaran pelaksanaan program ini disusun berdasarkan Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 sehingga tersusun sebuah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Lebih jauh Program Pengelolaan Budaya tersebut diimplementasikan dalam
bentuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memiliki sasaran serta capaian kearah
terlaksananya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Beberapa kegiatan yang

dimaksud antara lain :

Tabel 4.1
Program Pengelcaan Kekayaan Budaya dan Kegiatan Tahun 2013, 2014
dan 2015
No. Program Tahun Kegiatan
Anggaran
1 2 3 4
I Program 2013 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Pengelolaan Dalam Pengelolaan Kekayaan
Kekayaan Budaya Budaya

2. Pengelolaan dan Pengembangan
Pelestarian Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum dan

Peninggalan Bawah Air

3. Pengembangan Kebudayaan dan
Pariwisata

4. Pendukungan Pengelolaan
Museum dan Taman Budaya di
Daerah

5. Pengelolaan dan Penambahan
Koleksi Pada Museum dan
Keraton
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| I | Program 2014 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Pengelolaan Dalam Pengelolaan Kekayaan
Kekayaan Budaya Budaya
2. Pengembangan Kebudayaan dan
Pariwisata
3. Pendukungan Pengelolaan
Museum dan Taman Budaya di
Daerah
1T | Program 2015 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Pengelolaan Dalam Pengelolaan Kekayaan
Kekayaan Budaya Budaya

2. Pengelolaan dar Pengembangan
Pelestarian Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum dan
Peninggalan Bawah Air

3. Pengembangan Kebudayaan dan

Pariwisata

4. Pendukungan Pengelolaan
Museum dan Taman Budaya di
Daerah

Sumber Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015.
Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut maka Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya dapat diimplementasikan dalam tindakan yang realistis dan
berdasarkan uraian Program dan Kegiatan yang ada dalam DPA-SKPD Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata tersebut.

D. Hasil Penelitian Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

1. Komunikasi
Komunikasi merupakan variabel yang sangat menentukan dalam menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu implementasi kebijakan, implementasi
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kebijakan vang dituangkan dalam sebuah program akan berjalan efektif bila mereka
yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan.
Komunikasi-komunikasi harus bersifat akurat dan harus dimengerti dengan cermat
oleh pelaksananya. Komunikasi dalam implementasi Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau merupakan tolok
ukur seberapa jauh maksud dan tujuan program tersebut disampaikan secara jelas
dengan sebuah interpertasi yang sama dan dikerjakan dengan secara konsisten, akurat
oleh aparatur pelaksana program tersebut.

Komunikasi dilakukan dalam lingkup aparatur Dinas Kebudayan dan
Pariwisata Kabupaten Berau sebelum ataupun dalam proses implementasi selaku
lembaga teknis berupa rapat internal antara Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh Kepala
Bidang, dan khususnya Kepala Bidang Kebudayaan beserta jajarannya mengenai
target, evaluasi, capaian program, realisasi dan seluruh teknis pelaksanaan kegiatan-
kegiatan dalam proses implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Rapat
teknis tersebut dimaksudkan agar seluruh aparatur yang terlibat atau yang diberikan
tanggung jawab untuk mengelola program tersebut mengetahui dan memahami
pemberlakuan, maksud dan tujuan serta sasaran implementasi dan petunjuk
pelaksanaan implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya tentang
bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sehingga tercapai
persepsi yang sama.

Menurut penjelasan dari hasil wawancara dengan Informan 1, diungkapkan

bahwa:
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...”Sebelum pelaksanaan program termasuk program pengelolaan kekayaan
budaya kami selaku kesekretariatan sebagai koodinator bidang akan
melaksanakan rapat serta pengarahan agar capaian program dapat dipahami”.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Keterangan lain yang senada juga kami dapatkan dari Informan 2 yang
mengungkapkan bahwa :

.."Selalu diadakan rapat kemudian disampaikan lebih detil permasalahan
program dan kegiatan sekaligus pembagian tugas-tugas”.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Tanggapan Informan 1 tersebut sejalan dengan keterangan yang kami dapatkan dari
Informan 3 bahwa :

...”Bentuk Komunikasi antara Kepala Dinas atau Sekretaris, akan mengadakan
rapat serta pengarahan terhadap apa saja dan bagaimana melaksanakan
program serta sekaligus membahas kesiapan pejadwalan waktu pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang ada dalam program pengelolaan kekayaan budaya.
Rapat ini umumnya dikuti oleh seluruh Kepala Bidang, Kepala Seksi yang
terkait dengan programnya serta staf pengelola administrasi kegiatan dan
keuangannya™.

(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Informan 4 salah satu yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis juga
memberikan pernyataan yang senada bahwa :

..."Implementasi program dan kegiatan akan selalu diawali dengan rapat
pengarahan oleh Kepala SKPD atau Sekretaris serta pembahasan usulan
pengelola program yaitu PPK, PPTK, dan staf bendahara atau staf
administrasi”.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Informan 6 sebagai salah bagian yang banyak berhubungan langsung

dengan pelaksanaan program memberikan informasi bahwa :
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... Selalu dilaksanakan rapat disetiap awal tahun anggaran, mengingat
pelaksanaan program dan kegiatannya perlu untuk dikoordinasikan dan
pengarahan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Termasuk terhadap
kami pada bagian keuangan karena termasuk bagian yang banyak

berkaitan langsung dengan program dan kegiatan”.
(Wawancara hari Senin, 16 Januari 2017).

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, jika akan diimplementasikan
sebagaimana mestinya maka pelaksananya harus memahami petunjuk
pelaksanaannya dan juga harus mengerti target serta capaian programnya, tanggung
jawab masing-masing serta harus membuat agenda atau penjadwalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan.

Hasil wawancara dengan Informan 5, selaku yang melaksanakan tugas dalam
menyusun perencanaan program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Berau bahwa :

...“Berdasarkan arahan kepala SKPD bahwa sebagai pelaksana program atau

siapa saja yang ditetapkan sebagai pelaksana program baik sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengelola

Administasi atau Keuangan Program harus memahami tugas, tanggung jawab,

teknis pelaksanaan program serta target maupun sasaran kegiatan selingga

akan membantu dalam suksesnya pelaksanaan program. Dengan deinikian
maka setiap awal pelaksanaan program akan dilakukan rapat yang

menjelaskan itu semua”.
(Wawancara hari Kamis, 12 Januari 2017).

Sebelum pelaksanaan program-program tidak cukup hanya dilakukan rapat
dan pengarahan akan tetapi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau
juga seluruh Bidang yang ada diharuskan untuk saling berkoordinasi untuk
menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan agar dengan begitu

maka antara Program Pengelolaan Kekayaan Budaya juga mendapatkan dukungan
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dari seluruh komponen SKPD. Maksud dan tujuan dilakukan koordinasi ini adalah
agar kegiatan dalam program pengelolaan kekayaan budaya diharapkan dapat
dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pada Bidang dan Program yang lain
sehingga hasilnya lebih maksimal.

Koordinasi sangat diperiukan dalam melaksanakan program n, sebagaimana
yang diungkapkan oleh Informan 1 bahwa :

...”Berdasarkan arahan Kepala Dinas melalui kesekretariatan disampaikan

agar bidang yang melaksanakan program tersebut berkoordinasi dengan

bidang-bidang yang lain™.
(Wawancara han Kamis, 5 Januari 2017).

Keterangan yang lebih mendalam mengenai hal yang sama diberikan oleh
Informan 2 bahwa :

...”Kaitannya tidak mungkin masing-masing berdiri sendiri karena sebagai

suatu lembaga kita harus saling koordinasi kegiatan, apa saja yang ada disini

terutama berkaitan dengan program pengelolaan kekayaan budaya yang ada

kaitannya dengan program dan kegiatan di bidang-bidang yang lain”.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Komunikasi baik berupa rapat maupun koordinasi antar bidang yang ada
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten berau akan membawa dampak
yang baik dalam implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara  diketahui bahwa rapat dan
koordinasi yang dilakukan sebagai bentuk komunikasi dalam implementasi Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Berau adalah adalah semacam langkah awal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

untuk mensosialisasikan target dan indikator program dan kegiatan agar dipahami
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oleh pengelola program yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala
Dinas agar sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya. Dalam rapat terjadi interaksi antara pimpinan SKPD dengan
Bidang Kebudayaan dalam upaya menyatukan pemahaman terhadap teknis
implementasi program dan terjadi pula koordinasi antara Bidang Kebudayaan
dengan Bidang-Bidang yang lain khususnya Bidang Pemasaran Pariwisata sehingga
hasil kegiatan tidak hanya sebatas dilaksanakan akan tetapi dapat didukung oleh
promosi pariwisata yang menjadi tugas Bidang Pemasaran Pariwisata.

Komunikasi yang efektif akan memberikan dampak pada pencapaian target
dan sasaran yang tepat, dan pentingnya komunikasi agar sebuah kebijakan atau
program dapat berjalan dengan konsep yang benar karena dalam sebuah komunikasi
terdapat yang namanya transformasi informasi (transmission), sebagaimana yang
dijelaskan oleh Edward III dalain Winarno (2005) adalah faktor utama yang
mempengaruhi  komunikasi. implementasi memerlukan proses transformasi
informasi, sebelum implementator menetapkan suatu keputusan, maka ia harus
menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah pelaksanaannya
telah dikeluarkan. Kedua, kejelasan informasi (clarity), petuniuk-petunjuk pelaksana
tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi
kebijakan harus jelas. Karena ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan
berkenaan dengan implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau akan mendorong terjadinya

interpretasi yang salah dan bahkan mungkin akan menyebabkan tidak tercapainya
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target dan sasaran program tersebut. Yang ketiga adalah konsistensi informasi
(consistency), diperlukan agar kebijakan atau arahan yang diberikan kepada para
implementor Program Pengelolaan Kekayaan Budaya tidak simpang siur dan
membingungkan, baitk mengenai target tujuan dan capaian yang harus dipahami.
Berdasarkan uraian dan analisis tersebut maka kondisi tersebut sejalan dengan teori
yang dikemukakan oleh FErward III mengenai faktor komunikasi yang
mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan. Komunikasi dalam proses
implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Berau telah berjalan secara efektif karena berdasarkan pada
penjelasan yang dikemukakan oleh informan bahwa proses komunikasi
mempermudah pemahaman tugas, tanggung jawab serta mekanisme pelaksanaan
program. Dari proses komunikasi pula terjadi saling koordinasi diantara pelaksana
program sejalan dengan penjelasan Edward III di atas mengenai transformasi
informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi dan hal mi tentunya
berpengaruh kepada daya serap anggaran, karena dengan komunikasi untuk saling
memberikan informasi berjalan dengan baik maka anggaran program yang terealisasi
sesuai ketentuan teknis walaupun masih ada yang di bawah 100% akan tetapi secara

keseluruhan program dan kegiatan berjalan dan terselesaikan dengan baik.

2. Sumberdaya
Sumberdaya merupakan hal yang punya peranan penting dalam implementasi

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
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Kabupaten Berau. Perintah maupun arahan baik dari Kepala Dinas, Kepala Bidang
baik yang berasal bahan acuan program yaitu Rencana Strategis (Renstra) maupun
teknis pelaksanaan kegiatan yang berbentuk pedoman pelaksanaan anggaran telah
diteruskan dan ditransformasi secara jelas dan konsisten, tetapi jika pada tataran
pelaksana program atau kebijakan masih terdapat kekurangan sumber daya yang
berkaitan dengan teknis pelaksanaan makan tentu saja program akan berjalan kurang
efektif. Implementasi program Pengelolaan Kekayaan Budaya pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dirasakan masih memilki kekurangan
pada dukungan sumber dayanya, yaitu :
a. Sumberdaya Manusia
Menurut hasil wawancara dengan Informan 2 yang juga selaku Pejabat
Pembuat Komitmen Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, didapatkan
informasi bahwa :
...”Sebelum mengusulkan ke bagian sekretriat pejabat dalam hal ini PPK,
PPTK, staf pengelola atau bendahara program kami pilih berdasarkan
jabatan struktural yang ada hubungan tupoksinya .serta kecakapan dan

pengalaman menangani program tersebut”.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Informan 3 yang mengungkapkan
bahwa :

... “Kami selaku Kepala Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Tradisi
ditunjuk oleh Kepala Bidang Kebudayaan untuk sebagai Pejabat
Pelaksana Teknis alasannya adalah terkait dengan tupoksi dan penilaian
kinerja sehingga memang telah sesuai dengan kaedah yang berlaku dan
kebijakan kepala dinas. Begitu pula staf bendahara yang membuat
pertanggungjawaban keuangan telah dianggap cakap dan mampu .
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).
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Informasi yang diberikan Informan 3 tersebut dibenarkan oleh Informan 1 selaku
pejabat yang menyusun draf Surat Keputusan (SK) pengelola program
menyatakan bahwa :

..."Pejabat dan staf pengelola program adalah usulan dari bidang masing-

masing yang menangani program tersebut dan dipandang cakap dalam

membantu penanggung jawab kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang

dalam melaksanakan Program Kekayaan Budaya”.

(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).
Untuk memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi pengelola program dan
kegiatan maka personil yang diajukan memilki relevansi dengan tugas dan
fungsinya sebagai pejabat struktural. Kepala Bidang Kebudayaan adalah pejabat
struktural tertinggi pada Bidang ¥K.ebudayaan maka akan ditunjuk dalam Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Seksi
yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi strukturalnya dengan program
tersebut akan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Staf yang
dibawahinya yang tentu saja dalam menjalankan tugas 4kedinasan dalam lingkup
Bidang Kebudayaan dapat ditunjuk sebagai staf pengelola admnistrasi atau
bendahara yang tentu saja dengan pertimbangan telah memenuhi syarat dan
dipandang cakap oleh pimpinan untuk menjalankan dan mempertanggung

jawabkan tugasnya dalam menjalankan program dan kegiatan-kegiatan di

dalamnya.
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Dengan diterapkannya hal tersebut di atas maka dalam proses implementasi
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya akan berjalan sesuai dengan tugas dan
fungsi dalam kedinasan sehingga penilaian kinerja yang bersangkutan dapat
terukur dan berjalan sebagaimana mestinya. Penerapan mekanisme tersebut
membawa pengaruh terhadap proses implementasi baik pada tercapainya sasaran
maupun pemahaman terhadap tolok ukur serta indikator program dan kegiatan,
apabila pengelola program dalam proses implementasinya ditangani oleh bidang
lain atau pihak yang tidak berkompeten maka hasilnya akan berada di bawah
harapan yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka sumber daya manusia dalam proses
implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya berjalan secara efektif
sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2010) bahwa
sumberdaya yang paling penting dalam menerapkan kebijakan adalah staf, dan
jika dihubungkan penjelasan oleh para informan mengenai kapasitas sumberdaya
manusia maka para pelaksana kebijakan adalah orang-orang yang tepat dan punya
kemampuan sehingga pelaksanaan sasaran dan capaian program secara
keseluruhan dapat diselesaikan.

b. Sumberdaya Anggaran
Anggaran merupakan hal yang sangat menentukan dalam proses atau
berjalannya sebuah implementasi. Anggaran sangat mempengaruhi pelaksanaan

program karena hampir seluruh aktivitas dalam menjalankan program



43116.pdf

67

memerlukan dukungan pendanaan yang tentu saja dana yang telah direncanakan

dan teranggarkan untuk program tersebut.

Namun angka anggaran yang direncanakan atau diusulkan oleh SKPD

dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau masih harus

melalui tahapan pembahasan hingga sampai pada ketetapan anggaran, dan yang

teijadi adalah bisa saja anggaran untuk program dan kegiatan tersebut tidak sesuai

dengan rencana yang diusulkan tersebut. Anggaran yang ditetapkan bisa saja

bertambah atau berada di bawah angka yang diusulkan, sebagaimana tabel di

bawah ini;

Tabel 4.2
Usulan Anggaran dan Anggaran Yang Pitetapkan untuk Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015

Tahun Anggaran 2013
Program Pengelolaan Kekayaan Usulan dalam
. Anggaran yang
Budaya Renja (Rencana .
. ditetapkan
Kerja)
1. | Fasilitas1 Partisipasi Masyarakat 600.000.000,- 450.000.000,-
Dalam Pengelolaan Kekayaan
Budaya h
2. | Pengelolaan dan Pengembangan 250.000.000,- 62.628.000,-
Pelestarian Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum dan
Peninggalan Bawah Air
3. | Pengembangan Kebudayaan dan 850.000.000,- 429.700.000,-
Pariwisata
4. | Pendukungan Pengelolaan 325.000.000,- 83.635.000,-
Museum dan Taman Budaya Di
Daerah
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5. | Pengelolaan dan Penambahan 500.000.000,- 155.760.000. -
Koleksi Pada Museum dan
Keraton
Tahun Anggaran 2014
Program Pengelolaan Kekayaan Usulan dalam
Budaya Renja (Rencana Ang'garanyang
Keri ditetapkan
erja)
1. | Fasilitasi dan Paritistpasi 400.000.000,- 500.000.000,-
Masyarakat dalam pengelolaan
kekayaan budaya

2. | Pengembangan Kebudayaan dan 1.500.000.000,- | 4.500.000.000,-

Pariwisata

3. | Pendukungan pengelolaan 500.000.000,~ 315.230.000,-
museum dan taman budaya di
daerah

4. | Pengelolalaan karya cetak dan 500.000.000,- 0
karya rekam

Tahun Anggaran 2015

Usulan dalam

Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya Renja (Rencana Anggaran yang
Kerja) ditetapkan
1. | Fasilitasi Partistpasi Masyarakat 500.000.000,- 316.720.000,-
Dalam Pengclolaan Kekayaan
Budaya
2. | Pengelolaan dan pengembangan 1.528,068,600,- 143.500.000, -
pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan

peninggalan bawah air
3. | Pengembangan Kebudayaan dan 2.000.000.000,- | 2.236.340.000,-

Pariwisata

4. | Pendukungan Pengelolaan 2.687.570.600,- 281.500.000,-
Museum dan Taman Budaya Di
Daerah

Sumber Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2013, 2014 dan 2015.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 5 didapatkan keterangan
bahwa :

...”Anggaran termasuk hal yang sangat menentukan karena pelaksanaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya wujudnya dalam pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBD Kab. Berau melalui Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Kesimpulannya adalah
bahwa besar kecilnya anggaran akan membawa dampak pada komposisi
dan hasil kegiatan.

(Wawancara hari Kamis, 12 Januari 2017).

Apa yang dikemukakan oleh informan 1 tersebut berdasarkan tugas dan
fungsi beliau sebagai pejabat struktural yang berperan sangat besar dalam
penyusunan program dan kegiatan SKPD. Pernyataan tersebut tentu saja
gambaran apa yang terjadi di Bidang Kebudayaan sebagai pelaksananya program
tersebut sehingga Informan 2 selaku penanggung jawab program pun
mengemukakan hal yang serupa bahwa:

..”Benar sekali, besaran anggaran yang dialokasikan pada program

pengelolaan kekayaan budaya merupakan hal yang mempengaruhi capaian

target dan keberhasilan kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Besaran anggaran yang ada tentunya akan berpengaruh pula pada teknis
kegiatan sehingga Informan 3 melengkapi hal tersebut dengan jawaban bahwa :

...”Anggaran program pengelolaan kekayaan budaya memang terlihat besar

akan teapi event dan item kegiatannya juga selalu bertambah atau malah

menurun schingga terkadang harus memilih skala prioritas yang harus
dilaksanakan. Pada tahun 2014, anggaran untuk program pengelolaan
kekayaan budaya melonjak naik akan tetapi jumlah kegiatan berkurang.

Hal tersebut malah menjadikan beberapa target pengelolaan kekayaan

budaya menjadi terhenti. Walaupun secara keseluruhan anggaran naik
tetapi beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Harapan kami ada
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keseimbangan kenaikan anggaran dengan konsistensi pelaksanaan
kegiatan.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Tabel. 4.3
Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya Tahur 2013

Target Realisasi
(Rp) (Rp)
1. | Fasilitasi Partisipasi 450.000.000,- 337 672.650. - 75,04
Masyarakat Dalam
Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Kegiatan Prosentase

2. | Pengelolaan dan 62.628.000,- 36.649.800,- 58,52
Pengembangan Pelestarian
Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum dan
Peninggalan Bawah Air

3. | Pengembangan 429.700.000- | 422.278.900,- 98,27
Kebudayaan dan Pariwisata
4. | Pendukungan Pengelolaan 83.635.000.- 51.865.700,- 62,01
Museum dan  Taman
Budaya Di Daerah

5. | Pengelolaan dan 155.760.000 - 130.380.374,- 83,71
Penambahan Koleksi Pada
Museum dan Keraton
Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan

dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :
1. 100 = Amat Baik

2. 80-100 =Baik

3.50-79 = Cukup

4. <50 = Kurang

Sumber Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2013.
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Demikian dapat diketahui bahwa dampak besar kecilnya anggaran
termasuk prioritas dalam implementasi program dan bahkan membawa dampak
pada teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Realisasi anggaran
Program Pengeloaan Kekayaan Budaya secara umum telah dilaksanakan dengan
baik dan dipandang teiah memberikan dukungan terhadap implemeitasi program
hanya saja belum ada konsistensi dalam penganggaran, akibat adanya kenaikan
anggaran yang besar pada salah satu kegiatan mengakibatkan kegiatan-kegiatan
yang lain tidak dapat dilaksanakan. Berikut penjelasan oleh Informan 6 bahwa :

.“Ya, realisasi anggaran dan semua bentuk pertanggung jawaban

keuangan terlaksana dengan baik dan dipenuhi coleh pelaksana program

tersebut, sebagaimana capalan pelaksanaan realisasi anggaran setidaknya

telah sangat mendekati targetnya. Pada tahun 2014 anggaran Program

Pengelolaan Kekayaan Budaya naik dengan prosentase yang cukup

signifikan tapi hanya pada satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan

Kebudayaan dan Pariwisata.

(Wawancara hari Senin, 16 Januari 2017).

Tabel. 4.4

Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya Tahun 2014

Kegiatan Target (Rp) Realisasi Prosentase
1. | Fasilitasi Partisipasi | 500.000.000,- | 364.761.000,- 72,95
Masyarakat Dalam
Pengelolaan  Kekayaan
Budaya
2. | Pengembangan 4.500.000.000,- | 4.340.396.705, 96,45
Kebudayaan dan -
Pariwisata
3. | Pendukungan 315.230.000,- | 282.753.100,- 89,70
Pengelolaan  Museum
dan Taman Budaya D1
Daerah

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :
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85 s/d 100 : Sangat Berhasil
70 s/d <85 : Berhasil
55 s/d <70 : Cukup Berhasil

0 s/d <55 : Tidak Berhasil

Sumber Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2014,

Dengan demikian yang harus menjadi perhatian sebenarnya adalah
dukungan anggaran untuk semua kegiatan, dan yang harus dihindari adalah
beberapa kegiatan yang masih dirasa minim anggaran sehingga perlu dukungan
anggaran yang lebih besar lagi.

Berkenaan dengan lal tersebut di atas dikemukakan dalam informasi yang
diberikan oleh Informan 4 bahwa :

..“Anggaran yang ada sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan program, hanya saja besarnya anggaran belum mampu
mengakomodir secara keseluruhan pengelolaan beberapa potensi
kekayaan budaya seperti atraksi budaya, beberapa benda budaya serta
beberapa kampung yang menunggu ditetapkan menjad: kampung budaya
dan sebagainya da:n telah diinventarisir. Kenaikan anggaran pada tahun
2014 sangat menggembirakan karena even budaya menjadi bertambah
lebih meriah, tapi cukup disayangkan hanya pada salah satu kegiatan.
Yang kami harapkan adalah semua kegiatan dapat ditingkatkan
anggarannya sehingga kami tidak perlu mengorbankan kegiatan-kegiatan
yang lain.

(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Keterangan tersebut ditegaskan dan dijelaskan pula oleh Informan 2
bahwa :

..“Ya, anggaran terealisasi dengan baik, hanya saja jika dicermati
kenaikan anggaran seperti yang terjadi pada tahun 2014 memang
membawa dampak positif pada terselenggaranya even budaya dalam
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rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau, namun secara spesifik
terhadap seluruh kegiatan yang ada belum maksimal karena beberapa
kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan tahun 2013 karena minimnya
anggaran dan lebih prioritas pada even budaya sehingga tidak kami
laksanakan tahun 2013. Pada tahun 2015 anggaran kembali menurun
tetapi harus melakukan penambahan item kegiatan, sehingga dapat
dikatakan anggaran yang tersedia untuk program pengelolaan kekayaan
budaya tidak stabil, namun secara keseluruhan efektifitas pelaksanaan

tetap kami jaga.

(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Tabel. 4.5

Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya Tahun 2015

KEGIATAN

ANGGARAN
{Murni+APBDP)

REALISASI

Prosentase

1 | Pengembangan
Kebudayaan
Pariwisata

2,236,340,000 -

2,138,119,100.-

100

2 | Fasilitasi
Masyarakat

budaya

Partisipasi

pengelolaan kekayaan

316,720,000 -

227,537,000.-

85

3 | Pendukungan
Pengelolaan

Daerah

Museum
dan Taman Budaya di

281,500,000,-

264,498 200 -

100

4 | Pengelolaan
Pengembangan

Sejarah
Museum

Pelestarian Peninggalan
Purbakala,

Peninggalan Bawah Air

143,500,000

130,448,000

100

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :
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No. Nilai Angka Interpretasi
1. n/a Tidak Ada Target
2. < 100% Tidak Tercapai
3. =100% Tercapai
4, > 100% Melebihi Target

Sumber Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2015.

Kebutuhan anggaran menjadi salah satu prioritas dalam implementasi
program, dan menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan implementasi program
yang harus dihadapi oleh para pelaksananya karena realisasi anggaran
menentukan penilaian dan capaian kinerja. Edward Il dalam Widodo (2010)
menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan
dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku
kebijakan rendah. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan Edward
III tersebut tidak sejalan dengan proses implementasi Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya cleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau
karena data wawancara membenarkan bahwa ketersediaan anggaran yang
dipandang minim dan tidak stabil mempengaruhi jumlah kegiatan dan sasarannya,
akan tetapi secara keseluruhan program tersebut tetap berjalan dan terlaksana
dengan baik yang dapat dilihat pada tabel realisasi program dan kegiatan serta
anggarannya. Jumlah anggaran berdasarkar hasil wawancara secara umum
dikeluhkan oleh para implementor tetapi disposisi atau sikap para implementor

tidak terpengaruh, karena melaksanakan atau mengimplementasikan Program
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Pengelolaan Kekayaan Budaya merupakan tanggung jawab yang terdapat dalam
tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah daerah. Sehingga
walaupun ketersediaan jumlah anggaran minim akan dilaksanakan dengan serius,
efektif dan sesuai dengan target serta sasaran yang telah ditetapkan.
¢. Sumberdaya Peralatan

Peralatan atau fasilitas menjadi penentu pula dalam melaksanakan sebuah
program, karena walaupun seluruh sumberdaya telah cukup tanpa ditunjang oleh
peralatan atau fasilitas yang mampu mengimbanginya maka akan ada
ketimpangan atau akan memperlambat kinerja yang diharapkan. Dalam
implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Berau tidak menjadi hambatan vang besar walaupun
demikian harus dibuat solusinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3, didapatkan informasi
bahwa :

... “Peralatan sebagai penunjang proses administrasi kami rasa masih baik

dan !engkap. Kalau yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan kegiatan

dalam Program yang perlu diperhatikan adalah  peralatan

pendokumentasian.

(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Secara lebih jelas dan mendukung pernyataan di atas oleh Informan 5
memberikan informasi bahwa :

..“Sarana dan peralatan perkantoran yang ada dalam kondisi yang baik

sehingga pekerjaan administrasi program dapat terselesaikan dengan baik,

sarana mobilitas opersional juga mampu mengakomodir kegiatan.
Berdasarkan permintaan yang sering dikemukaan dalam rapat evaluasi
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oleh Bidang Kebudayaan meminta agar SKPD dapat mengadakan
peralatan dokumetasi seperti kamera untuk menunjang kegiatan.
(Wawancara hari Kamis, 12 Januari 2017).

Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa sumberdaya
peralatan merupakan sarana yang digunakan uatuk operasionalisasi implementasi
suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan
memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
Pernyataan yang dibuat Edward 111 tersebut dapat dibenarkan dalam penelitian ini,
karena secara keseluruhan informan yang tentu saja merupakan bagian dari
implementor programn menyatakan bahwa fasilitas perkantoran yang ada cukup
memberikan ruang gerak dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk pernyataan
mengenai pentingnya unttk memenuhi kebutuhan tentang alat dokumentasi untuk
menghasilkan dokumentasi kegiatan yang akan diolah sebagai bahan promosi
wisata, menunjukkan ada faktor yang membatasi atau penghambat proses
implementasi program, walaupun tidak mempengaruhi secara keseluruhan proses
tersebut.

d. Sumberdaya Kewenangan

Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas maka bagi personil atau
aparatur yang ditetapkan sebagai pengelola Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya maka wewenang dan tanggung jawab secara otomatis akan diberlakukan.
Berdasarkan yang disampaikan oleh Informan 1 bahwa :

..“Ya, dengan adaya ketetapan SK maka pengelola program dalam
lingkup Bidang Kebudayaan diberikan kewenangan untuk melaksanakan
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program dan kegiatan sebagaimana tolok ukur kegiatan. Pengelola juga
mempunyai kewenangan menandatangani dokumen-dokumen admnistrasi
dan keuangannya.

(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Kemudian Informan 2 juga memberikan pernyataan yang lebih
memperjelas bahwa :

...“Kewenangan kami sebagai pengelola program dan kegiatannya adalah

melaksanakan secara teknis dan anggaran program dan kegiatan hingge

tuntas dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan dalam satu tahun
anggaran.

(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Sebuah kewenangan tentu saja akan memberikan pengaruh bagi siapa saja
yang melaksanakan sebuah program. Dengan sebuah kewenangan maka program
dan kegiatannya akan berjalan karena dalam hal ini kepada Kepala Bidang,
Kepala Seksi serta Staf yang terlibat sebagai pelaksana program akan mampu
melaksanakan tugas dan fungsinya apabila kewenangan teknis yang menyangkut
penetapan hal-hal teknis seperti waktu dan mekanisme kegitan serta realisasi
anggaran dan sebagainya telah diserabkan kepada mereka.

Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa Kewenangan
(authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh
suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu
kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu
masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa

pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat
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keputusan sendirt untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara teknis para implementor telah
diberikan kewenangan dalam sebuah surat keputusan oleh Kepala SKPD untuk
mengelola program dan kegiatan, baik dalam hal teknis maupun melaksanakan
realisasi anggarannya yang merupakan hal yang sangat mendasar dan hal tersebut
relevan sekali dengan pernyataan Edward IIL

3. Disposisi/ Sikap Aparatur

Disposisi atau sikap aparatur merupakan variabel yang sangat mempengaruhi
implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Berau. Disposisi tersebut berupa dukungan atau sikap aparatur
pejabat atau pimpinan agar implementasi program tersebut berjalan secara efektif dan
efisien. Sebagai bentuk disposisi dalam rangka keseriusan menjalankan implementasi
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Berau, maka Kepala Dinas selaku pejabat yang memegang tanggung
jawab terbesar terhadap seluruh program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
SKPD membuat agenda yang bertujuan untuk pengawasan dan pengendalian
implementasi Program Pengeloaan Kekayaan Budaya dengan menjalankan fungsi
evaluasi terhadap berjalannya program dan kegiatan maupun realisasi anggaran
program. Evaluasi tersebut dilakukan agar pelaksana program di Bidang Kebudayaan

agar tetap konsisten dengan rencana program, target dan sasaran, waktu pelaksaaan
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serta pengendalian anggaran. Seperti hasil wawancara dengan Informan 1 yang
menyatakan bahwa :

...”Ya, Kepala Dinas setiap bulan melalui sekretariat meminta laporan bulanan
untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebagai bahan rapat evaluasi.
(Wawancara han kamis, 5 Januari 2017).

Keterangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Informan 5 yang
mengatakan bahwa :

...."Setiap program dan kegiatan tentunya dipantau pelaksanaanya. Setiap
bulan dan triwulan secara berkala Kepala Dinas mewajibkan pengelola
program wajib membuat laporan dan hasilnya akan dievaluasi. Apabila ada
kendala maka pimpinan SKPD akan mengadakan pertemuan klusus untuk
membahasnya atau diberikan teguran apabila masalah tersebut merupakan
kelalaian dari pengelola program.

(Wawancara hari Kamis, 12 Januari 2017).

Pendapat tersebut melengkapi keterangan yang diberikan oleh Informan 1,
ternyata tidak hanya setiap bulan akan tetapi pada setiap triwulan berjalannya program
Kepala Dinas akan melakukan evaluasi secara berkala serta memberikan teguran serta
pengarahan atas kelalaian pengelola atau pelaksana program. Tidak hanya sampai
disana peneliti juga menanyakan melalui wawancara hal yang sama kepada Informan
2 selaku penanggung jawab program dan peneliti mendapatkan keterangan yang
sejalan bahwa :

..”Benar, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pimpinan maka kami
menyerahkan laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan sebagai bahan
mengevaluasi pelaksanaan program dan setelah itu masukan serta arahan dari
Kepala Dinas disampaikan secara langsung kepada pengelola program melalut
Sekretaris kepada saya selaku PPK dan kemudian akan kami bahas internal

lagi dengan bawahan saya yaitu dengan PPTK dan staf administrasinya.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).
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Dan penyataan tersebut menjadi lebih meyakinkan lagi setelah didapatkan
keterangan yang sama dari Informan 6 bahwa :

...”Ya, Kepala Dinas selaku pengguna anggaran selalu menginstruksikan agar

pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan dengan waktu dan alokasi

anggaran, sehingga saya selaku Kepala Sub Bagian Keuangan diserahi
tanggung jawab untuk memberikan peringatan atau teguran kepada pengelola
program atau kegiatan agar realisasi kegiatan dan keuangannya dapat berjalan
efektif dan terkondisi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Teguran ini
berlaku untuk semua pengelola atau pelaksana program mulai dari PPK,

PPTK dan staf pengelola adminitrasi atau bendaharanya.

(Wawancara hari Senin, 16 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai disposisi/ sikap aparatur pejabat atau
pimpinan secara berjenjang ke bawah dalam mengimplementasikan Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Berau telah menunjukkan disposisi atau sikap yang serius dan konsisten terhadap apa
saja yang telah ditetapkan berdasarkan petunjuk dan teknis pelaksanaannya.

Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai kemauan, keinginan
dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara
sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa jika implementasi
kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors)
tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan

untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai

kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pendapat tersebut dibuktikan
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berdasarkan hasil penelitian ini. Terbukti dengan keseriusan dan konsistensi masing-
masing atasan secara berjenjang ke bawah hingga pada stafnya selalu dilakukan
mekanisme pengendalian dan pengawasan agar proses implementasi tetap berjalan
pada ketentuan dan aturan yang telah dijelaskan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan
serta memberikan sanksi teguran hingga sanksi adminitrasi sebagai bentuk sikap yang

telah mendorong terlaksananya implementasi program tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel yang berpengaruh terhadap
implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Berau dikarenakan apabila variabel-veriabel baik komunikasi,
sumberdaya dan disposisi telah berjalan secara efektif, akan tetapi jika pada variabel
struktur birokrasi tidak sesuai dengan kebutuhan implementasi program maka akan
terjadi ketimpangan atau kerancuan dalamn melaksanakannya karena secara teknis dan
tanggung jawab yang diembang oleh pengelola atau pelaksana program. Dalam
mengimplementasikan Program Pengeloaan Kekayaan Budaya oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau mengacu pada struktur organisasi dan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) struktural yang berlaku pada Bidang Kebudayaan
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2009 tentang
Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kabupaten Berau sehingga secara teknis kedinasan baik Kepala Bidang, Kepala

Seksi dan staf yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Dinas akan sebagai
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pengelola atau pelaksana Program Pengelolaan Kekayaan Budaya akan menjalankan
tugasnya sesuai dengan target kinerja berdasarkan tupoksinya. Tidak bisa dipungkiri
bahwa apabila implementasi program diserahkan kepada bidang yang lain maka
variabel-variabel yang lain tidak akan mampu berjalan secara lebih efektif.

Struktur birokrasi merupakan hal yang mendasari hingga Bidang Kebudayaan
menjadi pengelola atau pelaksana implementasi Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya, karena secara kedinasan tugas-tugas pengelolaan kekayaan budaya menjadi
pekerjaan Bidang Kebudayaan beserta jajarannya. Indikator Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sebagai
pemangku Urusan Wajib/ Urusan Kebudayaan di Kabupaten Berau berdasarkan
Peraturan Pemerintah R1 Nomor 38 Tahun 2007 dalam melaksanakan tugas-tugas
untuk mengelola kekayaan budaya daerah di Kabupaten Berau dilaksanakan oleh
Bidang Kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 didapatkan keterangan
bahwa :

..”Ya, sebagaimana penjelasan saya dari pertanyaan sebelumnya bahwa para

pejabat struktural sebagai penaggung jawab, pelaksana teknis serta menunjuk

staf pengelola keuangannya kami usulkan sesuai dengan Bidang, Seksi serta
tupoksinya sehingga dapat saling bersinergi.

(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Keterangan tersebut dibenarkan oleh Informan 1 yang memberikan

keterangan bahwa :
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...”Ya, kami menunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas selaku
Pengguna Anggaran para pejabat struktural sebagai penaggung jawab,
pelaksana teknis serta menunjuk staf pengelola keuangannya sesuai dengan

Bidang, Seksi serta tupoksinya.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Untuk lebih meyakinkan kami mewawancarai Informan 3 dan divangkapkan
bahwa :

..”Untuk diketahui bahwa komposisi pengelola program diusulkan dan
ditetapkan dari aparatur atau PNS di Bidang Kebudayaan dan Seksi yang
sesuai dengan tanggung jawab dalam uraian tugasnya berdasarkan struktur
organisasi.

(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ternyata Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata dalam menyusun dan menunjuk komposisi dalam pengelola atau
pelaksana implementasi Program Pengeloaan Kekayaan Budaya oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau telah menerapkan ketentuan bahwa
harus punya relevansi dengan tugas dan fungsi dalam kedinasan sehingga apa yang
menjadi tanggung jawab sebagai implementor tetap berpegang kepada target kinerja
Bidang Kebudayaan.

Dengan adanya penetapan pengelola atau pelaksana implementasi program
maka ada hal penting yang lain yang juga perlu dijadikan penilaian berjalannya
implementasi proram yaitu mengenai rentang kendali berdasarkan struktur orgnisasi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Informan 2 yang selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya menyatakan bahwa :
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...”’Berdasarkan yang kami alami selama menjalankan tugas melaksanakan
program pengelolaan kekayaan budaya, struktur organisasi SKPD khususnya
di Bidang Kebudayaan tidak menjadikan permasalahan rentang kendali karena
susunan garis koordinasi cukup sederhana dan jelas, mulai dari Kepala
Bldang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Seksi sebagai Pejabat
Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan staf pengelola keuangan juga merupakan staf
seksi yang sama sehingga sangat mudah untuk diawasi dan dikendalikan.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Keterangan tersebut didukung oleh keterangan dari Informan 4 yang
berpendapat bahwa:

...’berdasarkan komposisi struktur SKPD khususnya pada Bidang
Kebudayaan sebagai pengelola program pengelolaan kekayaan budaya secara
teknis hanya melibatkan seksi-seksi yang bersangkutan ditambah staf sesuai
dengan kebutuhan sehingga pengawasan lebih mudah.

(Wawancara han Senin, 9 Januari 2017).

Keterangan yang lainpun kami dapatkan dari hasil wawancara dengan
Informan 6, didapatkan informasi bahwa :

..’Menurut pendapat saya selama melakukan pelayanan administrasi dan
realisasi anggaran khususnya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya bisa
dikatakan tidak ditemukan kerancuan dalam rentang kendali dan pengawasan
pelaksanaannya terlebih pada masalah anggaran atau keuangan. Semuanya
berjalan dengan baik mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan hingga staf yang ditunjuk sebagai pengelola
administrasi dan keuangan mengetahui tugas serta tanggung jawabnya
masing-masing.

(Wawancara hari Senin, 16 Januari 2017).

Rentang kendali serta pengawasan sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi
berdasarkan pernyataan di atas. Tugas pengawasan tidak hanya dilakukan oleh

internal Bidang Kebudayaan, akan tetapi secara khusus Sub Bagian Keuangan juga

merupakan pengendali utama dalam realisasi anggaran. Struktur birokrasi disini juga
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termasuk hubungan kerja antara pelaksana program dengan bagian yang lain seperti
Sub Bagian Keuangan yang menangani realisasi anggaran dan Sub Bagian
Penyusunan Program yang menangani evaluasi program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 5 didapatkan keterangan
bahwa :

...”kami selaku bagian yang melakukan tugas pengawasan dan evaluasi

implementasi program-program yang dilzksanakan oleh SKPD Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, khususnya Bidang Kebudayaan

dengan komposisi pelaksana program dan kegiatan yang tugas admiristrasi

dan keuangan hanya ditangani oleh beberapa orang saja, maka menjadi lebih
efektif dan efisien dalam birokrasinya. Dimulai dengan Kepala Bidang,

Kepala Seksi hingga staf menjadi lebih dengan alur koordinasi yang relatif

pendek sehingga mengkoordinasikan bahan evaluasi lebih cepat dan efektif.

(Wawancara hari Kamis, 12 Januari 2017).

Dari beberapa hasil wawancara berupa penjelsan dan keterangan di atas maka
dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi atau struktur organisasi tidak begitu
mempengaruhi implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Hal tersebut dikarenakan pada fungsi
pengawasan dan pengendalian telah mengikuti pola struktur organisasi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata dengan meletakkan fungsi pengawasan oleh atasan atau
pimpinan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Berikut pernyataan yang membenarkan pernyataan di atas dari Informan 1
bahwa :

..”Struktur yang ada tidak mengakibatkan rentang kendali semakin lemah,

karena pada setiap kegiatan-kegiatan yang ada pada program pengeloaan

kekayaan budaya dilaksanakan sebagaimana struktur organisasi SKPD dengan
mengacu pada tugas pokok dan fungsi bidang, seksi yang ada. Adapun
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koordinasinya tidak terlalu panjang yaitu Dimulai dari Kepala Dinas
kemudian ke Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf. Menurut saya sangat
cukup mudah dan tidak terlalu panjang.

(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Dengan strukutur birokrasi dan organisasi yang tidak terlalu panjang maka
berpegaruh pada proses implementasi program, karena proses pengawasan dalam
rentang kendali implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas
Kebudayaan menjadi terdukung dengan mudahnya terealisasinya kewenangan,
tanggung jawab semua pelakasana atau pengelola program maupun pejabat
struktural yang terkait dengan proses impelementasi.

Struktur birokrasi mempengaruhi sebuah implementasi program atau
kebijakan secara universal dan bersifat koordinatif. Dalam penelitian ini
dijelaskan bahwa struktur birokrasi para pelaksana (implementors) lebih
sederhana dan dipengaruhi oleh tugas dan fungsinya selaku aparatur pemerintah
daerah. Hal tersebut menjadikan para pelaksana secara teknis memahami tugas
masing-masing sehingga kinerja berjalan secara efektif karena struktur yang
dimiliki lebih efisien, sebagaimana penjelasan Edward III dalam Widodo
(2010:106) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum
efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi.

Struktur birokasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106)
mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan,
hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini

ditemukan bahwa struktur organisasi mempengaruhi seluruh komponen yang lain
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terutama pada kewenangan, koordinasi dan sikap para pelaksananya, seperti yang
diyelaskan mengenai pada bagian pengaruh struktur birokrasi terhadap rentang
kendali pelaksanaan. Jelas sekali bahwa struktur organisasi yang oleh Edward III
diyjadikan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi dapat ditemukan
dalam proses implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau telah diimplementasikan dengan
baik, benar dan efektif. Walaupun masih terdapat kendala atau pembatas, akan
tetapi tidak sampai kepada terjadi kegagalan atau tidak tercapainya target serta

sasaran yang telah ditetapkan.

E. Hasil Penelitian Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Sebuah kebijakan baik itu berupa program dalam proses pelaksanaanya
tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tanpa adanya
faktor-faktor yang membuat program tersebut terlaksana dengan baik ataupun tidak.
Anaiisis faktor-faktor tersebut sebenamya sudah dapat dilihat pada hasil penelitian
atau analisis implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya di atas, hanya
disini peneliti akan mengungkapkan secara singkat hasil penelitian terhadap faktor

pendukung dan penghambat implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya



43116.pdf

8§
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dari keterangan beberapa
informan yang melaksanakan atau pengelola program dan kegiatan, dalam hal ini
adalah pejabat struktural pada Bidang Kebudayaan.

Berdasarkan komponen-komponen yang mempengaruhi implementasi pada
subfokus penelitian dapat ditemukan faktor-faktor mana saja yang mendukung
implementasi program yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi dipandang sangat mendukung implementasi karena telah
dilakukan sesuai dengan prosedur dan hasilnya dapat menentukan keberhasilan
program, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan 2 bahwa:

...” Ya, pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya diawali dengan

rapat sekaligus arahan dari Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada

Program tersebut.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Keterangan tersebut didukung dan diperjelas pula oleh Informan 3 bahwa:

...“Bentuk Komunikasi antara Kepala Dinas atau Sekretaris, akan
mengadakan rapat serta pengarahan terhadap apa saja dan bagaimana
melaksanakan program serta sekaligus membahas kesiapan penjadwalan
waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program pengelolaan
kekayaan budaya. Rapat ini umumnya diikuti oleh seluruh Kepala Bidang,
Kepala Seksi yang terkait dengan programnya serta staf pengelola
administrasi kegiatan dan keuangannya.

(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

2. Sumberdaya
Sumberdaya terdiri dari empat bagian yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya

anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Diantara ke empat
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bagian tersebut tiga bagian sangat mendukung implementasi hanya satu bagian saja
yang dianggap sebagai penghambat implementasi program yaitu sumberdaya
anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3, didapatkan keterangan

bahwa:

...” Ya, kami selaku Kepala Seksi Seksi Pengembangan Seni dan Nilai
Tradisi ditunjuk oleh Kepaia Bidang Kebudayaan untuk sebagai Pejabat
Pelaksana Teknis alasannya adalah terkait dengan tupoksi dan penilaian
kinerja sehingga memang telah sesuai dengan kaedah yang berlaku dan
kebijakan kepala dinas. Begitu pula staf bendahara yang membuat
pertanggnngjawban keuangan telah dianggap cakap dan mampu.

(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Keterangan yang menyatakan faktor penghambat implementasi program
berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 bahwa:

...”Anggaran yang ada sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
program, hanya saja besarnya anggaran belum mampu mengakomodir secara
keseluruhan pengelolaan beberapa potensi kekayaan budaya seperti atraksi
budaya, beberapa benda budaya serta beberapa kampung yang menunggu
ditetapkan menjadi kampung budaya dan sebagainya dan telah diinventarisir.
Kenaikan anggaran pada tahun 2014 sangat menggembirakan karena even
budaya menjadi bertambah lebih meriah, tapi cukup disayangkan hanya pada
salah satu kegiatan. Yang kami harapkan adalah semua kegiatan dapat
ditingkatkan anggarannya sehingga kami tidak perlu mengorbankan kegiatan-
kegiatan yang lain.

(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Keterangan yang memberikan informasi yang sama diungkapkan oleh
informan 3 bahwa:

...“Anggaran program pengelolaan kekayaan budaya memang terlihat besar
akan tetapi event dan item kegiatannya juga selalu bertambah atau malah
menurun sehingga terkadang harus memilih skala prioritas yang harus
dilaksanakan. Pada tahun 2014, anggaran untuk program pengelolaan
kekayaan budaya melonjak naik akan tetapi jumlah kegiatan berkurang. Hal
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tersebut malah menjadikan beberapa target pengelolaan kekayaan budaya
menjadi terhenti. Walaupun secara keseluruhan anggaran naik tetapi beberapa
kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Harapan kami ada keseimbangan kenaikan
anggaran dengan konsistensi pelaksanaan kegiatan,

(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Sumberdaya peralatan juga dipandang sebagai faktor yang mendukung
implementasi program karena secara garis besar semua pekerjaan administasi dapat
terselesaitkan dengan baik, walaupun ada yang dipandang kurang tetapi tidak
mempengaruhi substansi implementasi. Hal tersebut dikemukakan oleh informan 3
bahwa:

...”Peralatan sebagai penunjang proses administrasi kami rasa masih batk dan

lengkap. Kalau yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan kegiatan dalam

Program yang perlu diperhatikan adalah peralatan pendokumentasian.

(Wawancara han Senin, 9 Januari 2017).

Hal senada diutarakan oleh informan 4 bahwa:

...”Dalam hal administrasi peralatan perkantoran cukup memadai, tapi agar

lebih baik lagi apabila pelaksanaan program dan kegiatannya ditunjang

dengan peralatan penunjang dalam hal pendokumentasiaan.

(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Adapun sumberdaya kewenangan diapandang sebagai faktor yang mendukung
implementasi program karena merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dipenuhi
oleh pengelola program dan kegiatan sehingga dilaksanakan dengan baik karena akan

mempengaruhi penilai kinerja dan hasil yang akan dicapai. Sebagaimana keterangan

yang diberikan Informan 2 bahwa:
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...”Kewenangan kami sebagai pengelola program dan kegiatannya adalah
melaksanakan secara teknis dan anggaran program dan kegiatan hingga tuntas
dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan dalam satu tahun anggaran.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).
3. Disposisi/ Sikap Aparatur
Sikap aparatur merupakan salah satu komponen subfokus yang mempengaruhi
impelementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Berau. Sikap aparatur dalam penelitian ini adalah faktor yang
mendukung implementasi sebagaimana keterangan yang terungkap dari Informan 2

bahwa:

...”” Benar, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pimpinan maka kami
menyerahkan laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan sebagai bahan
mengevaluasi pelaksanaan program dan setelah itu masukan serta arahan dari
Kepala Dinas disampaikan secara langsung kepada pengelola program melalui
Sekretaris kepada saya selaku PPK dan kemudian akan kami bahas internal
lagi dengan bawahan saya yaitu dengan PPTK dan staf administrasinya.
(Wawancara hari kamis, S Januari 2017).

Keterangan yang mendukung peryataan tersebut di atas diutarakan oleh

Informan 4 bahwa:
...”Sebagaimana bentuk keseriusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Beru dalam implementasi program pengelolaan kekayaan budaya,
Kepala SKPD dan Kepala Bidang saling berkoordinasi untuk memantau dan
mengevaluasi pelaksanaannya.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).
Disposisi atau sikap aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Berau yang sangat serius dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pelaksana

program karena tugas tersebut adalah bagian tanggung jawab dan tugas mereka
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sebagai Aparatur Sipil Negara, disamping itu pula karena berhubungan dengan
anggaran sehingga harus dikelola dengan baik agar tidak sampai terjadi pelanggaran

yang akan berpengaruh tidak baik pada implementasi program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam penelitian ini juga adalah faktor yang mendukung
implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Berau sebagaimana penjelasan dari hasil wawancara yang
didapat dari Informan 2 bahwa:

... Ya, sebagaimana penjelasan saya dari pertanyaan sebelumnya bahwa para

pejabat struktural sebagai penaggung jawab, pelaksana tekmis serta menunjuk

staf pengelola keuangannya kami usulkan sesuai dengan Bidang, Seksi serta
tupoksinya sehingga dapat saling bersinergi.

(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2617).

Keterangan ini mungkin ada kaitannya dengan disposisi atau sikap aparatur,
karena ada hubungan atau korelasi antara sikap aparatur pelaksana program dengan
struktur organisasi yang ada. Sebagaimana yang diungkapkan Informan 2, didukung
pula oleh keterangan yang didapat dari informan 4 bahwa:

...7Untuk diketahui bahwa komposisi pengelola program diusulkan dan

ditetapkan dari aparatur atau PNS di Bidang Kebudayaan dan Seksi yang

sesuai dengan tanggung jawab dalam uraian tugasnya berdasarkan struktur
organisasi.

(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Struktur organisasi pula tidak menyebabkan rentang kendali implementasi

program menjadi bermasalah, hal ini diungkapkan pula oleh Informan 2 bahwa:
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...”Berdasarkan yang kami alami selama menjalankan tugas pelaksanaan

program pengelolaan kekayaan budaya, struktur organisasi SKPD khususnya

di Bidang Kebudayaan tidak menjadikan permasalahan rentang kendali karena

susunan garis koordinasi cukup sederhana dan jelas, mulai dari Kepala Bidang

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Seksi sebagai Pejabat Pelaksana

Tekhnis Kegiatan dau staf pengelola keuangan juga merupakan staf seksi

yang sama schingga sangat mudah untuk diawasi dan dikendalikan.

(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Dengan mudahnya rentang kendali dalam struktur organisasi maka
pengawasan dan pengendalian baik teknis maupun anggaran menjadi terlaksana
dengan baik, sehingga sangat mendukung implementasi program.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka telah dapat dipahami faktor-

faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Program

Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti berkesimpulan
bahwa implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Berau telah berjalan dengan cukup baik, dan secara
keseluruhan program dan kegiatannya dapat dilaksanakan dengan baik. Akan
tetapi jika dianalisis berdasarkan teori yang digunakan yaitu Teori Erward III
belum sepenuhnya proses implementasi berjalan baik. Implementasi program
tersebut dianalisis berdasarkan beberapa komponen yang mempengaruhi
prosesnya sehingga ditemukan beberapa faktor pendukung maupun penghambat,
dengan kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Berau, sebagai berikut:
a. Komunikasi
Komunikasi yang dibangun oleh Dinas Pariwisata dan Kabupaten Berau
dalam melaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya adalah
langkah awal yang menentukan proses berjalannya program. Kegiatan
rapat dan pengarahan dilakukan guna menjelaskan target dan sasaran
implementasi program yang ingin dicapai sehingga mempermudah

pengawasan serta evaluasi hasil kegiatan.

94
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b. Sumberdaya
Sumberdaya yang dikelola sebagai modal pelaksanaan implementasi
program seperti sumberdaya manusianya telah sesuai dengan ketentuan
teknis dan bidang kerjanya, sumberdaya anggaran dapat dilaksanakan
sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah hanya saja bagi
SKPD masih kurang sehingga tidak adanya konsistensi pelaksanaan
kegiatan dari tahun ke tahun, sumberdaya peralatan masih sangat memadai
walaupun harus dilakukan penambahan seperti peralatan dokumentasi
yang belum memadai akan tetapi tidak mempengaruhi substansi program,
sedangkan sumberdaya kewenangan sejalan dengan tanggungjawab
sebagal aparatur maka kewenangan yang diberikan digunakan agar
program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Disposisi/ Sikap Aparatur
Aparatur yang terlibat dalam proses implementasi program tersebut mulai
dari atasan hingga staf berupaya serius dan konsisten terhadap ketentuan
yang berlaku baik administrasi maupun keuangan program sehingga
pengawasan dan evaluasi selalu dilaksanakan agar tetap berada pada jalur
untuk mendapatkan hasil dar sasaran program.

d. Struktur Birokrasi
Adapaun peran struktur birokrasi dalam implementasi program sudah
cukup jelas karena ada korelasi antara tugas pengelola program dengan
tanggungjawabnya sebagai aparatur sehingga pelaksanaannya lebih

mengacu pada capaian kinerja. Sedangkan rentang kendali yang terjadi
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Jika mengacu pada struktur organisasi lebih mudah dilakukan karena
tanggungjawab pengelola program telah terikat oleh hubungan dinas
sebagai aparatur.

2. Dalam implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau juga melibatkan faktor-faktor
yang mendukung dan yang menghambat proses implementasi, antara lain:

a. Faktor-faktor yang mendukung proses implementasi program didasarkan
pada kesimpulan di atas yaitu proses komunikasi dengan berbagai upaya
untuk menghasilkan kebijakan agar implementasi program berjalan dengan
baik, sumberdaya manusia yang memadai sesuai dengan syarat dan
ketentuan, sumberdaya peralatan kantor yang masih cukup memadai dan
mampu menunjang proses pengadministrasian dan pelaporan kegiatan,
serta sumberdaya kewenangan telah dimanfaatkan sebagai alat pengendali
dan evaluasi implementasi program.

b. Faktor yang menghambat proses implementasi program didasarkan pada
jumlah kegiatan dan anggaran pada program pengelolaan kekayaan budaya
yang tidak stabil disetiap tahun anggaran sehingga terkesan adanya

inkonsistensi implementasi program.

B. Saran
Mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat diajukan saran-saran yang
dianggap perlu dan berguna untuk mempertahankan hasil implementasi yang

berjalan cukup baik dengan faktor yang mendukungnya dan mengatasi faktor
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yang menghambat implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, sebagai
berikut:

1. Untuk lebih mengoptimalkan implementasi Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, dengan cara
lebih banyak melakukan evaluasi terhadap sasaran dan target program. Setelah
melakukan evaluasi harus ada revisi terhadap target capaian program yang
lebih rasional dan seimbang dengan ketersediaan anggaran, sehingga program
lebih terfokus pada kegiatan yang lebih prioritas saja dan yang dianggap
kurang prioritas tidak perlu untuk dimasukkan dalam target kinerja tahunan.

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau agar mempertahankan
faktor pendukung implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, baik
komunikasi yang telah dibangun dengan baik, sumberdaya yang dikelola dan
dimanfaatkan dengan baik dan jika ada yang masih dipandang kurang seperti
anggaran yang dipandang berpengaruh pada hasil yang ingin dicapai, maka
harus dilakukan adalah revisi terhadap target yang ingin dicapai sehingga
apabila target dapat ditekan maka dengan kondisi anggaran yang fluktuatif
lebih mudah untuk dicapai. Demikian pula halnya dengan pejabat struktural
dan staf yang ditunjuk sebagai pengelola implementasi Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya yang telah sesuai dan ada korelasi antara tanggung jawab
sebagai pengelola implementasi (implementors) dengan tugas pokok atau
kinerjanya sebagai aparatur harus menjadi sebuah ketetapan, karena dengan
demikian akan menghasilkan keseriusan dan upaya peningkatan kinerjanya

dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan sehingga implementasi
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Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kabupaten Berau dapat dilaksanakan
sebagaimana target dan sasaran yang telah ditetapkan.
. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau agar dapat mensiasasti
faktor yang menghambat implementasi program dengan melakukan evaluasi
terhadap mekanisme penganggaran, yang bertujuan agar anggaran yang
tersedia lebih mengedepankan skala prioritas dan lebih proporsional dalam
mengalokasikan anggaran belanja pada kegiatan-kegiatan dalam program
pengelolaan kekayaan budaya. Harus lebih bijak membuat susunan belanja
dan jika perlu memangkas belanja yang sifatnya administrasi sepertt belanja
perjalanan dinas atau belanja pengadaan barang dan jasa yang kurang

bermanfaat dan tidak terlalu menunjang teknis program.
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PANDUAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN KUNCI

Nama Narasumber

NIP

Jabatan

" Alamat dan No. HP

Tempat Wawancara

Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Berau

Tanggal Wawancara

Waktu Wawancara

Pewawancara

Cipto Hanjono

Hasil Wawancara

a. Komunikasi

1. Pertanyaan Apakah  selalu dilaksanakan rapat dan
pengarahan sebelum pelaksanaan program
pengelolaan kekayaan budaya?

Jawaban

2. Pertanyaan

Apakah ada koordinast antar bidang dalam
melaksanakan program pengelolaan kekayaan
budaya?

Jawaban

b. Sumber Daya

1. Pertanyaan

Apakah pejabat dan staf pengelola yang
ditetapkan telah sesuat dengan kriteria dan
kemampuan?

Jawaban
2. Pertanyaan Apakah anggaran yang tersedia memberikan
dampak terhadap pelaksanaan program?
Jawaban

3. Pertanyaan

Apakah anggaran yang ada terealisasi dengan
baik dan telah memenuhi  kebutuhan
implementasi program?

Jawaban




43116.pdf

Jawaban

Struktur yang ada tidak mengakibatkan rentang
kendali semakin lemah, karena pada setiap
kegiatan-kegiatan yang ada pada prograin
pengeloaan kekayaan budaya dilaksanakan
sebagaimana struktur organisasi SKPD dengan
mengacu pada tugas pokok dan fungsi bidang,
seksi yang ada. Adapun koordinasinya tidak
terlalu panjang yaitu Dimulai dari Kepala Dinas
kemudian ke Kepala Bidang, Kepala Seksi dan
Staf. Menurut saya sangat cukup mudah dan
tidak terlalu panjang.

Informan,

Drs. Jance Keka’, M. Pd




STRUKTUR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BERAU

Kepala Dinas
DR. Hj. Rohaini

Jabatan Fungsional Umum

Sekretaris
Drs. Jance Keka', M.Pd

l
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|

Sub Bagian Penyusunan Program
Mursalim, ST

Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Luther Lando, SH

Sub Bagian Keuangan
Said, SE

[

_1

Bidang Kebudayaan
Saprudin, M.Si

Bidang Pengembangan Pariwisata

Hotlan Silalahi, SE, M.Si

Bidang Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata

Mardiatul ldalisah, S.Pd, MM

Kasi Pengembangan Seni Dan
Nilai Tradisional

Syahriani, S.Sos

Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata
Hendry Rukma, ST

1

Kasi Sejarah dan Kepurbakalaan
Mulyati Syafariah, SH

Kasi Usaha Jasa dan
Sarana Wisata

Agus Sutanto, SE

Kasi Permuseuman dan
Pengelolaan BCB

Agustiah, SE

Kasi Kerjasama dan
Pengembangan Kepariwisataan

Ismail

Kasi Informasi dan

| Penyuluhan Pariwisata

Kasi Pemasaran Pariwisata

~ Arbaiyah, S.Sos

Kasi Promosi dan Penyuluhan

L] Pariwisata

Hj. Samsiah, SE.Par
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sPEMERINTAH KABUPATEN BERAU

Jalan Pemuda No. 33 Telp. (0554 ) 21159 Tanjung Redeb

Tanjung Redeb, 19 Januan 2017

Nomor :556/ ¢4 /Budpar-11.1/2017

Lamp :-

Perihal : Persetujuan Izin Pengumpulan Data
Penelitian

Kepada
Yth. Universitas Terbuka
Unit Program Jarak Jauh ( UPBJJ-UT)
di -
Samarinda

Menindaklanjuti surat dari Universitas Terbuka Unit Program Jarak Jauh
( UPBJJ-UT) Samarinda Nomor : 022/UN31.46/LL/2017 tanggal 09 Januan 2017
perihal Permohonan I7in Pengumpulan Data Penelitian Penyusunan Tugas Akhir

Program Magister ( TAPM ) atas mahasiswa :

Nama : Cipto Hanjono
NIM : 500894888
Judul : Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Oleh

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten

Pada prinsipnya kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau
menyetujui permohonan Izin Pengumpulan Penelitian Data Penyusunan Tugas Akhir
Program Magister ( TAPM ) tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima Kasih.

. “Kepala Pinas

H. Mappesikra Mappaselleng, SE
B e B ] Pembina Tk. I

Tembusan disampaikan kepada Yth : - NIP. 19581125 198503 1 011

1. Universitas Terbuka UPBJJ-UT
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip
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Data Program Pengeloaan Kekayaan Budaya dan Kegiatan Tahun 2013,
2014 dan 2015

Program

Tahun
Anggaran

Kegiatan

2

3

4

Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya

2013

. Pendukungan

. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Dalam Pengelolaan
Budaya

Kekayaan

. Pengelolaan dan Pengembangan

Pelestarian Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum dan
Peninggalan Bawah Air

. Pengembangan Kebudayaan dan

Pariwisata

Pengelolaan
Museum dan Taman Budaya di
Daerah

. Pengelolaan dan Penambahan

Koleksi
Keraton

Pada Museum dan

i

Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya

2014

. Pendukungan

. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Dalam Pengelolaan Kekayaan
Budaya

. Pengembangan Kebudayaan dan

Pariwisata

Pengelolaan
Museum dan Taman Budaya di
Daerah

HI

Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya

2015

. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Dalam
Budaya

Pengelolaan Kekayaan

. Pengelolaan dan Pengembangan

Pelestarian Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum dan
Peninggalan Bawah Air

. Pengembangan Kebudayaan dan

Pariwisata




43116.pdf

4. Pendukungan Pengelolaan
Museum dan Taman Budaya di
Daerah

Sumber Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015.

Menyetujui dan mengesahkan,

inas Kebudayaan dan Pengumpul data,
abupaten Berau Peneliti

RE e
N8 Fafeieka’, M. Pd ‘
NIP. NIP. 19630118 199003 1 006 NIM. 500894888
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Data Usulan Anggaran dan Anggaran Yang Ditetapkan untuk
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun Anggaran 2013,
2014 dan 2015

Program Pengelolaan Kekayaan

Tahun Anggaran 2013

Usulan dalam

. Anggaran yang
Budaya Renja (R.encana ditetapkan
Kerja)
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat 600.000.000,- 450.000.000,-
Dalam Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Pengelolaan dan Pengembangan 250.000.000,- 62.628.000,-
Pelestarian Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum dan
Peninggalan Bawah Air
Pengembangan Kebudayaan dan 850.000.000,- 429.700.000,-
Pariwisata
Pendukungan Pengelolaan 325.000.000,- 83.635.000,-
Museum dan Taman Budaya Di
Daerah
Pengelolaan dan Penambahan 500.000.000,- 155.760.000,-

Koleksi
Keraton

Pada Museum dan

Program Pengelolaan Kekayaan

Tahur Acggaran 2014

Usulan dalam

l Anggaran yang

Budaya Reni

ja (Rencana .

Kerja) ditetapkan
Fasilitasi dan Paritisipasi 400.000.000,- 500.000.000,-
Masyarakat dalam pengelolaan
kekayaan budaya
Pengembangan Kebudayaan dan 1.500.000.000,- | 4.500.000.000,-
Pariwisata
Pendukungan pengelolaan 500.000.000,- 315.230.000,-
museum dan taman budaya di
daerah
Pengelolalaan karya cetak dan 500.000.000,- 0

karya rekam
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Tahun Anggaran 2015
Program Pengelolaan Kekayaan Usulan dalam A
Renj (ensann | A78E0 Y08
erja)
1. | Fasilitasi Partisipasi Masyarakat 500.000.000,- 316.720.000,-
Dalam Pengelolaan Kekayaan
Budaya
2. | Pengelolaan dan pengembangan 1.528,068,600,- 143.500.000,-
pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan

peninggalan bawah air
3. | Pengembangan Kebudayaan dan 2.000.000.090,- | 2.236.340.000,-

Pariwisata

4. { Pendukungan Pengelolaan 2.687.570.600,- 281.500.000,-
Museum dan Taman Budaya Di
Daerah

Sumber Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2013, 2014 dan 2015.

Menyetujui dan mengesahkan,

Pengumpul data,
Peneliti

™R E RS
“>PrsJance Keka’, M. Pd

NIP. NIP. 19630118 199003 1 006 NIM.%500894888
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DATA TARGET ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN DAN
INTERPRETASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA TAHUN 2013, 2014
DAN 2015

Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya Tahun 2013

. Target Realisasi
| Kegiatan (Rp) (Rp)
1. | Fasilitast Partisipasi | 450.000.000,- 337.672.650,- 75,04
Masyarakat Dalam
Pengelolaan Kekayaan
Budaya

Prosentase

2. | Pengelolaan dan 62.628.000,- 36.649.800,- 58,52
Pengembangan Pelestarian
Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum dan
Peninggalan Bawah Air

3. | Pengembangan 429.700.000,- 422.278.900,- 98,27
Kebudayaan dan Pariwisata
4. | Pendukungan Pengelolaan 83.635.000,- 51.865.700,- 62,01
Museum  dan  Taman
Budaya D1 Daerah

5. | Pengelolaan dan 155.760.000,- 130.380.374.- 83,71
Penambahan Koleksi Pada
Museum dan Keraton |
Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan
nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

1. 100 — Amat Baik
2. 80-100  =Baik
3. 50-79 = Cukup

4, <50 =Kurang
Sumber Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2013.
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Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya Tahun 2014
Kegiatan Target (Rp) Realisasi Prosentase
1. | Fasilitasi Partisipasi | 500.000.000,- | 364.761.000,- 72,95

Masyarakat Dalam
Pengelolaan  Kekayaan

Budaya

2. | Pengembangan 4.500.000.000,- | 4.340.396.705, 96,45
Kebudayaan dan -
Pariwisata

3. | Pendukungan 315.230.000,- | 282.753.100,- 89,70

Pengelolaan  Museum
dan Taman Budaya Di
Daerah
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal
sebagai berikut :
85 s/d 100 : Sangat Berhasil
70 s/d <85 : Berhasil
55 s/d <70 : Cukup Berhasil

0 s/d <55 : Tidak Berhasil
Sumber Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2014.

Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya Tahun 2015
ANGGARAN
KEGIATAN (Murni+APBDP) REALISASI Prosentase
Pengembangan 2,236,340,000,- | 2,138,119,100,- 100
Kebudayaan dan
Paniwisata
Fasilitasi Partisipasi 316,720,000, - 227,537,000,- &5

Masyarakat dalam
pengelolaan  kekayaan
budaya

Pendukungan 281,500,000,- 264,498 200 - 100
Pengelolaan Museum
dan Taman Budaya di
Daerah
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4 | Pengelolaan dan
Pengembangan

Pelestarian Peninggalan
Sejarah Purbakala,
Museum dan
Peninggalan Bawah Air

143,500,000 130,448,000 100

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai

berikut :
No. Nilai Angka Interpretasi
1. n/a Tidak Ada Target
2. < 100% Tidak Tercapai
3. =100% Tercapai
4. > 100% Melebihi Target

Sumber Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2015.

Menyetujui dan mengesahkan,

(/j{.ﬁga,la JDinas Kebudayaan dan Pengumpul data,
i /1wisﬁ§, ‘abupaten Berau
,f z

£

}\D}ST JB;ce Keka’i M. Pd

Peneliti

NIP. NIP. 19630118 199003 1 006 NIM. 500894888
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DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN.
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Sudah Ok Pak, silakan dilanjutkan
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salam

Agus Joko Purwanto
Ketua Program Studi llmu Permierintahan
Sekretaris Dewan Pengawas

JI. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan

Banten 021-7490941 (1915)
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# Pesan-pesan yang dikirimkan ke chat ini dan
panggilan kini diamankan dengan enkripsi end-to-
end. Ketuk untuk info selengkapnya.

Assalamu'alakum wr. wb.
} Sy Cipto Hanjono pak, mhasiswa UT
Berau Kaltim. Terkait dgn perbaikan
TAPM sy brithukan Pembimbing 1 &
2 sdh mmbrikan persetujuan brdsrkn
hsil ujian sidang. Dgn ini sy pun
. Mohon persetujuan dr Bpk. Trmksh _
S
Kalau pemb sdh setuju, sy acc saja.

Bl Baik Pak, trmkash atas
Bl persetujuannya
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B Assalamu'alakum wr. wb.
Sy Cipto Hanjono pak, mhasiswa UT
Berau Kaltim. Terkait dgn perbaikan
TAPM sy brithukan Pembimbing 1 &
2 sdh mmbrikan persetujuan brdsrkn
hsil ujian sidang. Dgn ini sy pun

x. mohon persetujuan dr Bpk. Trmksh

-
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